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BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 4% TAHUN 2012

TENTANG

JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN CAN
PELAPORAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

SUMBAWA TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

bahwa untuk memantapkan Jacdwal Kerja
Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kegiatan
Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Wenengah Daerah
(RPJMD} Kabupaten Sumbawa Tahun 2011- 2015,

maka perlu menetapkan Jadwal Kerja Perencanaan,

Penganggaran dan Pelaporan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sumbawa tahun 2012;

bahwa  berdasarkan pemmbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1S58 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat,
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tsahun
1658 Nomor 122, Tambahan Lembaran MNegara Nomor
1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerinteh Pusat dan
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Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 96});

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat {Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 36);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang'
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa Xkali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita
Negara Tahun 2011 Nomor 310};

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 {Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah;

L

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokck  Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran
Daerah Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 522);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1
Tahun 2008 teantang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 208 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Atas Perubahan Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Daerah Kabupaten Sumbawa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor. 3
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah
Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Surnbawa Nomor
6 Tahun 2011 Tentang Perubah®n Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan, Keducukan, Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupater Sumbawa,

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis
Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan
kedua Atas Peraturan Daerah Kabupat:zn Sumbawa
Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis
Daerah Kabuparen Sumbawa;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun
2008 tentang Susunan, Kedudukan Tugas Pokok dan
Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sumbawa
{Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 534);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun
2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari
Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daeraho/
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21.

KabupatenSumbawa Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian
Dari perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Kabupaten Sumbawa 2005-2025.
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 31};

Peraturan Bupaii Sumbawa Nomor 30 Tahun 2011
tentang Rencana Kerja Pemerintah Deaerah (RKPD)
Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 (Lembaran Daerah

Tahun 2011 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN

DAN PELAPORAN KEGIATAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud de}lgan :

I
2.

3.
4.
5.
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Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daeral. sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenzgara Daret.

Bupati adalah Bupati Sumbawa.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa
sebagal unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat

Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Sumbawa.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumbawa,

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan selanjutnya
disebut Bagian APP adalah Bagian Perekonomian dan Pembangunan
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sumbawa 2011-2015 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran
Visi, Misi dan Program Bupati Sumbawa untuk kurun waktu 5 (lima)
tahurl. [}
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19.

20.

21.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Sumbawa yang
sclanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sumbawa untuk
kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa
vang  selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen
perencanaan SKFD untuk kurun waktu 1 {satu) tahun

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKFD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkar Daerah
habupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggarar.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat
PPR-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada 3KPD.

- Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat daersh yang

selanjutnya  disingkat PA-SKPD adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah- yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang
selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD Yang mempunvai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan
dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan
serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhar.
Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2009
selanjutnya disingkat Jadwal Kerja adalah rencana jadwal kerja
Pemerintah  Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan
perencanaan, -penganggaran, dan penyelenggaraan program dan
kegiatan pemerintahan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahar. daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun
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renicana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan
Daerah,

22. Kebijakan Umum APBD selanjutnya disingkat KUA adalah adalah .
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun,

.J. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya cisingkat
PPAS adalah :ancangan program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebetum
disepakati dengan DPRD.

24, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pernerintah
yang  selanjutnya  disebut LPPD  adalah laporan  atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 ({satu, tahun
anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
vang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.

25, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa
informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 {satu)
tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh
kepala daerah kepada DPRD.

26. Laporan Keuangan Tahunan adalah bentuk pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode; dan

27. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas
dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan ddlam rangka pelaksanaan
APBN/APBD. v

| BAB II
Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran
Dan Pelaporan Kegiatan Pemerintah Daerah

Bagian Kesatu
Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran Dan pelaporan Kegiatan
Pemerintah Daerah
Pasal 2
(1) Jadwal kerja meliputi jadwal kerja Pemerintah Daerah mulai 1
Januari 2012 hingga 31 Desember 2012 sebagaimana tercantum
pada lampiran yang merupakan satu bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
(2) Jadwal kerja dalam peraturan ini meliputi :
Pembahasan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012.
Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2011,
Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2011.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPFD} dan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahuf 2011.

oo

e. Monitoring dan Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2012
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f.

Ferubahan APBD Tahun Anggaran 2012,

g. Musrenbang dan RKPD Tahun 2013, serta
h. Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2013,

Bagian Kedua
Pembahasan Dan Penetapan APBD Tahun Angaran 2012

Pasal 3

(1) Kegiatan yang terkait dengan Pembahasan dan Penetapan APBD
Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan dalam tahun 2012 hanya
tersisa kegiatan pelaksanaan kegiatan Asistensi dan Penetapan
DPA-SKPD oleh TAPD.

(2) Pelaksanaan Asistensi dan Penetapan DPA-SKPD oleh TAPD selesai
paling lambat minggu kedua Januari 2012,

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2011

Pasal 4

(1} Kegiatan yang terkait dengan pertanggungjawaban APBZ Tahun
Anggaran 2011 meliputi :

a.

b,

Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja
SKPD oleh PPK-SKPD. .

Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja
SKPD oleh PA-SKPD. .

Pelaksanaan Reviu Laporan Keuatigan Tahunan SKPD oleh
Ir.spektorat. N

Penyampaian lLaporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah oleh PPKD ke SEKDA selaku Koordinator
Pengelola Keuangan Daerah.

Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah oleh SEKDA ke KDH.

Penyarapaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah oleh KDH ke Badan Pemeriksa  Keuangan
(EPK).

Pelaksanaan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh
BPK,

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke DPRD.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di DPRD.

Persetujuan bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Penyampaian Persetujuan bersama tentang Rancangan Feraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke
Gubernur.

Penetapan hasil evaluasi oleh Gubernur. ‘(
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m. Penyempurnaan  Rancangan  Peraturan  Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  berdasark:wa  hasil
evaluasi Gubernur.

. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatas dijadwalkan
sebagal berikut : .

et

b.

k.

Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja
SKPD oleh PPK-SKPD ke PA-SKPD selesai paling lambat minggu
keempat Januari 2012.

Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja
SKPD oleh PA-SKPD ke PPKD selesai paling lambat minggu
kedua Februari 2012,

Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Tahunan SKPD oleh
Inspektorat dilaksanakan secara paralel dengan peryusunan
Laporan Keuangan Tahunan SKPD selesai paling lambat minggu
keempat Februari 2012.

L. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah oleh PPKD ke SEKDA selaku Koordinator
Pengelola Keuangan Daerah paling lambat mnggu keempat
Februari 2012.

Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah oleh SEKDA ke KDH paling lambat minggu
keempat Februari 2012. v

Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah oleh KDH k¢ Badaa Ferneriksa eouangan
(BPK) paling lambat minggu pertama Maret 2012.

Pelaksanaan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh
BPK 'selesai paling lambat 2 (dua} bulan setelah penvampian
sebagaimana dimaksud huruf (f).

.. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke DPRD paling lambat
minggu Keempat Mei 2012,

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di DPRD paling lambat
selesai 1 (satu) bulan setelah penyampaian sebagaimana
dimaksud huruf (h), atau selesai minggu keempat Juni 2012.
Persetujuan bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dijadwalkan
sesuai hasil Panitia Musyawarah DPRD.

Penyampaian Persetujuan bersama tentang Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke
Gubernur paling 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan
sebagimana dimaksud huruf (g). 4,
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.

Penetapan hasil evaluasi oleh Gubernur paling lambat 15 (lima
belas) hari kerja setelah penyampaian sebagaimana dimaksud
huruf (h).

Penyempurnaan  Rancangan  Peraturan Daerah  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil
cvaluasi Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pznetapan
sebagaimana cimaksud huruf (i).

. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah penyempurnaan sebagaimana dimaksud hurf (j); dan
Sosialisasi  Peraturan Daerah tentang Pertanggungawaban
Pelaksanaan APBD paling lambat satu bulan setelah peneidpd
sebagaimana dimaksud huruf (k).

Bagian Keempat
Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2011

Pasal 5

(1) Kegiatan yang terkait dengan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tahun 2011 meliputi :

a.
b.

g}

Penyampaian LAKIP SKPD oleh Kepala SKPD ke Inspektorat.
Penyampaian hasil evaluasi LAKIP SKPD oleh Inspektorat kepada
Kepala SKPD

. Penyempurnaan LAKIP SKPD oleh Kepala SKPD.
- Penyampaian LAKIP dan Laporan Tahunan SKPD oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bappéda.

. Penyampaian LAKIP Pemerintah Daerah oleh Kepala Bappada.

Penyampaian  hasil monitoring dan evaluasi Tahunan
Pembangunan Daerah oleh Bappeda dan Bag. Adm. Ekbang
Setda.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dijadwalkan
sebagai berikut :

a,

b.

Penyampaian LAKIP SKPD oleh Kepala SKPD ke [nsoektorat,
selesai paling lambat minggu keempat Januari 2012.
Penyampaian hasil evaluasi LAKIP SKPD oleh Inspektorat, selesai
paling lambat minggu keempat Februari 2012.

- Penyempurnaan LAKIP SKPD oleh Kepala SKPD paling lambat

minggu kedua Maret 2012.

. Penyampaian LAKIP dan Laporan Tahunan SKPD oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bappeda paling lambat
minggu kedua Maret 2012.

. Penyampaian LAKIP Pemerintah Daerah oleh Bagian Organisasi

Setda paling lambat minggu keempat Maret 2012; dan ;
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(1)

(2)

[
f. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Tahunan
Pembangunan Daerah oleh Bappeda dan Bagian APP Setda
kepada Bupati paling lambat minggu keempat Maret 2012.

Bagian Kelima
LPPD Dan LKPJ Tahun 2011

Pasal 6

Kegiatan yang terkait dengan LPPD dan LKPJ Tahun 2011 meliputi

a. Penyampaian LPPD.

h. Penyampaian LKPJ.

c. Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1} diatas dijadwalkan

sebegal berikut :

a. Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri Melalui
Gubernur paling lambat minggu keempat Maret 2012.

b. Penyampaian LKPJ kepada DPRD paling lambat minggu keempat
Maret 2012; dan

¢. Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ke masyarakat paling lambat minggu keempat Maret 201Z.

L)
Bagian Keenam
Monitoring dan Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2012
Pasal 7
Kegiatan yang terkait dengan Monitoring dan Evaluasi APBD Tahun
Anggaran 2012 sebagai berikut :
a. Penyampaian Laporan Triwulan I SKPD.
b. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Triwulan |
Pembangunan Daerah. -
¢. Penyampaian Laporan Triwulan [I/Semester I SKPD.
d. Penyusunan lLaporan Pembangunan dan Pelaksanaari APBD
Semester I Pemerintah Daerah.
. Penyampaian Laporan Pembangunan dan Pelaksanaan APBD
Semester I ke DPRD.
Penyampaian Laporan Triwulan I SKPD.
Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Triwulan I
Pembangunan Daerah.
. Penyampaian Laporan Triwulan III SKPD.
Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Triwulan 1Il
Pembangunan Daerah.
Penyampaian Laporan Triwulan IV /Semester II SKPD.
.Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Triwulan
1V/Semester Il Pembangunan Daerah.
1. Penyampaian Laporan Tahunan SKPD; dan

o
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m. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Tahunan
Pembangunan Daerah.

(2} Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dijadwalkan

sebagai berikut :

4 Penyusunan Laporan Triwulan IV/Tahunan SKPD APED 2011

oleh SKPD paling lambat minggu pertama Januari 2012.

b Pentampaian Hasil Monev Triwulan IV/Tahunan Permerintah
Daerah APBD 2011 oleh Bappeda dan Bag. APP Setda paling
lambat minggu keempat Januari 2012.

Penyusunan Laporan Triwulan™! SKPD oleh Kepala SKFD paling

lambat minggu pertama April 2012.

d. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Triwulan |
Pembangunan Daerah oleh Bappeda, Bag. APP Setda dan PPKD
paling lambat minggu keempat April 2012.

6. Penyampaian Laporan Triwulan 1 /Semester | SKPD oleh Kepala
SKPD paling lambat minggu pertama Juli 2012.

f. Penyusunan Laporan Pembangunan dan Pelaksanaari APBD
Semester | serta Prognosis Semester I] Pemerintah Daerah oleh
Bappeda, Bagian APP Setda dan PPKD dan penyampaiannya
kepada KDH selesai paling lambat minggu ketiga Juli 2072,

9. Penyampaian Laporan Pelaksanaan APBD Semester 1 dan
Prognosis Semester 11 pada minggu keempat Juli 2012 atau
sesual kalender kegiatan DPRD.

h. Penyampaian Laporan Triwulan I1II SKPD oleh Kepala SKPD
paling lambat minggu pertama Oktober 2012.

.. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Triwulan [
Pembangunan Daerah oleh Bappeda dan Bagian APP Setda paling
lambat minggu keempat Oktober 2012.

| Penyampaian Laporan Triwulan IV dan Laporan Tahunan SKPD
oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama Januar 2013;
dan

k. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Triwulan IV dan
Laporan Tahunan Pembangunan Daerah oleh Bappeda, Bagian
APP dan PPKD Setda paling lambat minggu keempat Januari
2013. '

i

Bagian Ketujuh
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012

Pasal 8
{1) Kegiatan yang terkait dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2012 sebagai berikut :
a. Penyusunan Rancangan Awal RKA-SKPD dan atau DPPA-SKPD.
b. Penyusunan Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan. |,
¢. Penyampaian Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan. 4,

@Z/ 11
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|
1

. Pembahasan Fancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan.
. Persetujuan Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubshan.

Penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman RKA-SKPD
dan atau DPPA-SKPD.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD.

.Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD.

. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD.

. Persetujuan Kancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD.

. Penyampaian persetujuar.

Penetapan hasil evaluasi Gubernur.
Penyempurnaan  Rancangan  Peraturan  Daerah’ tentang
Perubahan APRD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.

. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD; dan

. Pelaksanaan Asistensi dan Penetapan DPA-SKPD dan atau DPPA-

SKPD.

LY

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dijadwalkan
sebeagai berikut : o

2,

€.

Jh

Penyusunan Fancangan Awal RKA-SKPD dan atau DPPA-SKPD
paling lambat minggu pertama Jult 2012.

. Penyusunan Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan

paling lambat minggu ketiga Juli 2012.

. Penyampaian Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan ke

Bupati paling larnbat minggu Keempat Juli 2012,

. Penyampaian Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan ke

DPRD paling lambat minggu Pertama Agustus 2012.
Pembahasan Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan
pada minggu pertama hingga minggu Kedua Agustus 2012 atau
sesuai kalender kegtatan DPRD.

. Persetujuan Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan

paling lambat minggu Kedua Agustus 2012.

. Penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman RKA-SKPD

dan atau DPPA-SKPD paling lambat minggu kedua Agustus
2012.

. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD pada minggu Ketiga hingga minggu Keempat Agustus
2012.V




O

.

p.

—
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—

. Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD paling lambat minggu Pertama September 2012.
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang P2rubahan
APBD paling lambat minggu Pertama September 2012,

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Parubahan

APBD pada minggu Kedua hingga minggu Ketiga September 2012
atau sesuai kalender kegiatan DPRD.

- Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD paling lambat minggu Keempat September 2012 atau
sesual kalender kegiatan DPRD.

Penyampaian persetujuan sebagaimana aimaksud huruf 1) paig
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetyjuan.

- Penetapan hasil evaluasi Gubernur paling lambat 15 {lima belas)

hari  kerja setelah penyampaian persetujuan sebagaimana
dimaksud huruf (j). '
Penyempurnaan  Rancangan  Peraturan Daerah  tentang
Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur paling
lambat 7 {tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil sebagaimana
dimaksud huruf (k).

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil
sebagaimane dimaksud huruf (1); dan .

. Pelaksanaan Asistensi dan Penetapan DPA-SKPD dan atau DPPA-

SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penetapan
scbagaimana dimaksud huruf (m). =~ -

Bagian Kedelapan
Musrenbang dan RKPD Tahun 2013

Pasal 9

Kegiatan yang terkait dengan Musrenbang dan RKPD Tabun 2013

sebagai berikut :

METIE TR MO A0 T

Yo

. Penyusunan Rancangan Awal RKPD.
. Peniyusunan Rancangan Awal Renja-SKPD,

Penyusunan Rarnicangan Awal RKP Desa/Kelurahan.

- Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD.
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi.

Rapat Koordinasi Pusat RKP.
Pelaksanaan Musrenbang Nasional.

Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Renja-SKPD.

- Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD; dan ﬂ
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i

(2} kegatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dijadwalkan
sebagal berikut ;

il

Is.

k.

Penyusunan Rancangan Awal RKPD oleh Bappeda paling lambat
minggu ketiga Januari 2012.

Penyusunan Rancangan Awal Renja-SKPD oleh SKED paling
lembat minggu keempat Januari 2012.

. Penyusunan Rancangan Awal RKP Desa/Kelurahen oleh

Desa/Kelurahan paling lambat minggu pertama Februari 2012.

- Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan oleh Desa/Kelurahan

paling lambat minggu kedua hingga minggu ketiga Februari
2012.

. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan oleh kecamatan paling

lambat minggu keempat Februari 2012.
Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD oleh Bappeda paling lambat
minggu kedua Maret 2012.

- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten oleh Bappeda paling lambat

minggu keempat Maret 2012.

- Pelaksanaan Musrenbang Provinsi mengikuti jadwal yang

ditetapkan Pemerintah Provinsi NTB.
Rapat Koordinasi Pusat RKP mengikuti jadwal yang ditetapkan
Pemerintah.

. Pelaksanaan Musrenbang Nasional mengikuta jadwal vyang

ditetapkan Pemerintah.
Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan RKFD oleh
Bappeda paling lambat minggu pertaina.Mei 2012; dan

. Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Renja-SKPD oleh

SKPD paling lambat minggu kedua Mei 2012.

Bagian Kesembilan |
Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2013

Pasal 10

(1) Kegiatan yang terkait dengan Penyusunan dan Penetapan APBD
Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : '

MR O QA0 O R

—.

. Penyusunan Rancangan Awal RKA-SKPD
. Asistensi Rancangan Awal RKA-SKPD

Penyusunan Rancangan KU dan PPAS

. Penyampaian Rancangan KU dan PPAS

Pembahasan Rancangan KU dan PPAS
Persetujuan bersama KU dan PPAS.

. Penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman RKA-SKPD.
. Pembahasan RKA-SKPD.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD }

. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah APBD ke DPRD.
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q.

. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD.

Persetujuan bersama KDH dan DPRD tentang Raincangan
Peraturan Daerah APBD.

Penyampaian persetujuan Rancangan Peraturan Daerah APBD
kepada Gubermnur.

. Penetapan hasil evaluasi oleh Gubernur.
0.

Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah APBD
berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.

. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
Pelaksanaan Asistensi dan Penetapan DPA-SKPD.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dijadwalkan
sebagai berilkut :

a.

b.

m,

Penyusunan Rancangan Awal RKA-SKPD oleh SKPD paling
lambat minggu keempat Mei 20012,

Asistensi Rancangan Awal RKA-SKPD oleh TAPD paling lambat
minggu keempat Mei 2012.

. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS oleh Bappeda paling

lambat minggu kedua Juni 2012.

. Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS ke Bupati paling lambat

minggu ketiga Juni 20012,

. Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS ke DPRD paling lambat

minggu keempat Juni 20012.

Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS oleh Panitai Anggaran
BPRD dan TAPD pada minggu Pertama hmgga minggu Kedua Juli
2012 atau sesuai kalender kegiatan DPRD.

. Persetujuan bersama KUA dan PPAS oleh Bupati dan lepman

DPRD paling lambat minggu Kedua Juli 2012.

. Penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman RKA SKPD

paling lambat minggu Ketiga Juli 2012.

. Asistensi RKA-SKPD oleh TAPD selesai paling lambat minggu

Ketiga Oktober 2012.

. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Reancangan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD oleh PPKD selesai
paling lambat minggu Keempat Oktober 2012,

. Penvampaian Rancangan Peraturan Daerah APBD ke DPRD oleh

PPKD paling lambat minggu pertama November 2012,

. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD oleh Panitia

Anggaran DPRD dan TAPD pada minggu Kedua hingga minggu
Ketiga November 2012 atau sesuat kalender kegiatan DPRD.
Persetujuan hbersama KDH dan DPRD tentang Rancangan
Peraturan Daergh APBD palirg lamrbat minggu keemnpat
November 2012.

$b
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. Penyampaian persetujuan Rancangan Peraturan Daerah APBD

kepada Gubernur oleh PPKD paling lambat 3 '(tiga) hari kerja
setelah persetujuan bersama sebagaimana dimaksud huruf (1).

. Penetapan hasil evaluasi oleh Gubernur paling lambat 15 (lima

belas) hari kerja setelah penyampaian persetujuan sebagzaimana
dimaksud huruf (j).

. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah APBD

berdasarkan hasil evaluasi Gubernur oleh TAPD paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil sebagaimana dimaksud
huruf (k). N

- Penetapan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran APBD oleh KDH paling lambet minggu
keempat Desember 2012; dan

. Pelaksanaan Asistensi dan Penetapan DPA-SKPD oleh TAPD

paling lambat minggu kedua Januari 2013.

BAB III
Pengendalian

Pasal 11

(1) Pengendalian pelaksanaan setiap kegiatan agar sesuai jadwal yang
telah ditetapkan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan rapat koordinasi pengendalian baik secarz reguler
minimal 1 (satu) kali dalam tiga bulun™

{3} Disamping pelaksanaan rapat koordinasi 'sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan rapat koordinasi
pengendalian insidentil sesuai kebutuhan. :

Pasal 12

(1) Pergeseran jadwal kegiatan dapat diperkenankan bila terjadi .
keadaan diluar kendali masing-masing pelaksana kegiatar .

(2) Penyesuaian alkibat pergeseran jadwal segera dilakulkan dan
seminimal mungkin menyebabkan perubahan jadwal pada
kegiatan lainnva.

BAB IV
Penutup

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. {,

s




Agar  setiap  orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannva dalam
Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 3 Januan 2012

ﬂ BUPATI

J

y %/MMALUDDIN MALIX

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA .

MAHMUD ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012 NOMOR 2

17




LAMPIRAN :
Peraturan Bupati Sumbawa
Nomor 2 Tahun Aoty

i - Tanggal 3 JameA 200

JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012

TAHUN 2012
NG KEDIATAN JANUARI § FEBRUARI 1 RARET APFIL Mg Ju Y AGUSIUS | SEFIEMUER | ORTUDCR | NGVEMBER § UESCWGER 1 _um_..p..xw>z KE1 m_m>zm.
NN BULN DO ROLLG LG OO O RN U LT DL RO LS BB A AN
A {PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBD
TA 2012 ’
1__|Pembahasan KUA & PPAS abdla
2 |Persetujuan bersama KUA & PPAS KDHHIPRD
3 |Penyusunan Raperda APBD dan Raperbup PPKD
Peniabaran APB[ :
4 [Penyampaian Raperda APBD ke DPRD 4 A —IKeyatan At-
5 Pembahasan Raperda APBD ] At0sudah
6 |Persstujuan bersama KDH dan OPRD ttg ) KDHHDPRD selesat
Raperda APED . .
7 |Penyampaian Persetujuan Raperda APBD PRHD a__mwﬁwmmwmﬂmg
kg Gubernur . 201
8  |Penatapan hasil evaluasi Gubernur NTB itg ouB
Raperda APBD Perubahan
9 |Penysmpumaan Raperda APBD &
Raperbup Penjabaran APBD berdasarkan BA+TA
hasil evaluasi Gubernur
10 }Penetapan Perda APBD dan Perbup KM
Peniabaran APED
11_|Asistensi dan Penetapan DPASKPD____ L i
3 [PERTANGCUNGJAWABAN APBD TA
2011 2
1 |Laporan Keuangan Tahunan SKPO ofeh . PRHSKPD
PPK-SKPD ke PA-SKPD
2 |Laporan Keuangan Tahunan SKPD oleh PA-SKFD
PA-SKPD ke PPKD
3 |Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan INSPERTORAT
Tahunan Pemda oleh Inspektorat
4 Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah ponD
oleh PFKD ke Sekda
5 (Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah SEKDA
leh Sekda ke KDH




TAHUN 2012

NG KEGIATAN Nm.m_.. we JUNI Juud )Gcchml— SEPTEMBER NOVEMBER | DESEMBER 1m_|>xm>2 —Am._.mgzm
_ DI RN ODIG B DO OGN A AN
6 [Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah p—
gleh KDH ke BPK
7 [Audit Laporan Keuangan Pemda clieh BPK 8Pk
8 |Penyampaian Raperda ftg
pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD PPRD
oleh KDH ke DPRD
& Pembahasan Raperda ttg Bivin
Pertanqunajawaban Pelaksanaan APRG
10 nmame_c:m: vmawa” Mwwmﬂumam sesuai dengan hasil Panmus DPRD BaTA
Pertanqaundiawabar
11 {Penyampaian perselujuan bersama tig “ 3 hari keria setelah persetujuan diatas -
Repeda PJ APBD ke aubernur e persetuan da
12 |Evaluasi Gubemur paling lambat 15 hari keria setetah penyampaian diatas o
13 Wm:ﬂﬂanhﬂ:.mm: amﬂ Mﬂz%%um: Perda ttg paling tambat 7 hari kerja mmﬁw_m: penyampaian hasif evaluasi diatas PATA
14 Mmmw_mmm_ Perda tig Perfanggungjawaban paling l[ambat 1 bulan setelah penetapan HuMAS
C |EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2011
1 {Penyampaian LAKIP SKPD ke Inspekiorat SKPD
2 |Penyampaian hasil Mﬂm_”_,,%mw LAKIP SKPD (NSPEKTORAT
oleh Inspektorat ke
3_ |Penyempumaan LAKIP SKPD Sk
4 MM:MWEEE: LAKIP dan Laparan Tahunan SKPO
5  |Penyampaian LAKIP Pemerintah Daerah -
§ |Fenyampaian hasli moniioring dan evajuasi AP+ BAPPEDA
tghunan pembangupan daerain
D |LPPD DAN LKPJ TAHUN 2011 ]
-1__|Penyampaian LFPD kepada Mendagr ol
2 {Penyampaian LKPJ kepada DPRD BAPREDA
3 |Penyampaian Laporan Informasi PPD HUMAS
kepada Masyarakat
E _|MONITCRING & EVALUASI APBD
1 |Penyusunan Laporan Triwutan [V/T ahunan SKFD
SKPD APBD 2011
2 . . .
Penyampaian hasil monev Triwulan APP + BAPPEDA

VT ahunan Pemerintah Daerak APED 20114




. TAHUN 2012
'KEGIATAN JANUART | FEGRUA I— WARET APRIL LI L N .—. AGUSTUS ._ SEPTEWGER | ORTOBER | WoveWeer | oesewser | FELAKSAN| KETERANG
__u___z__,_.__l__e_“___:<____,__<_=_m:<_______<___=__<_______<___a_..__,_____<___a_<_______< A AN
Penyusunan Laporan Triwvlan | APBD 2012 i skr
Penyampaian hasil monev Triwulan | APBD : EKRANG +
012 | BAPPEDA,
Penyusunan Laporan Triwulan i s
I/Semesteran APBD 2012 ;
Penyampaian Laporan Pembangunan, H
Pelakeanaan APSD 2042 Semestor t dan b . ‘ ‘ it
Proonasis Semester il kepada KGH
Panyampatan Laporan Pelaksanaan APRD
2012 Semester | dan Prognosis APBD ’ APPPPID
ler l ke DPRD
Penyusunan Laporan Triwulan lil APBD I
2012
Penyampaian hasil monev Trwulan Il
APBD 2012 e
Penyusunan Laporan Triwulan [V/Tahunan
SKPD APBD 2012 : SKPD {1 sarus BJ
Penyampaian hasil monev Triwulan ) ' Winggu BV Jamuar
W/Tahunan Pemerintah Daerah APBD 2012 Bttt B
£+
PERUBAHAN APBD TA 2012
Penyusunan Ran. Awal RKA-SKPD dan son
atau DPPA-SKPD
Panyusunan Rancangan KU & PRPAS
Perubahan BUAPPEDA
Penyampaian RKU-P dan PPAS-P ke .
Bupafi
Penyampaian RKU-P & RPPASP ke DPRD PRID
Pembahasan REU-P & RPPAS-P di DPRD BASTA
Persetyjuan KU-P & PPAS-P KDHDPRY
Penerbitan SE Bupati tig Pedoman RKA- 1 -
SKPD Perubahan
B |Penyusunan Raperda PAPED dan 0
Ranperbup Penjabaran PAPBD
Sosialisasi Raperda PAPRD PRKD
Penyampaian Raperda PAPBD ka DPRD
PPHD
Pembahasan Raperda PAPBD di BPRD
KOMISH TA+ SKPD
vmamf_cma bersama Rapetda PAPBD KDH4DPRD



NO

KEGIATAN.

TAHUN 2012

WE] I

AGUSTUS

PELAKSAN

W IDHE _____a._ﬂ

(RN _____<

A

KETERANG

AN

13

Penyampaian Persetujuan Raperda PAPBD
ke Gubernur

3 hari kerja setslah persetujuan diatas

PPKD

14

Penetapan hasil evaiuasi Gubemur NTB

lentang Raperda PAPED

paiing lambat 15 hari keria setelah penyampaian diatas

GUB

15

Penyempumaan Raperda PAPBD dan
Perbub Peniabaran PAPBD

paling lambat 7 har: kerja setelah penyampaian hasil evalyasi diatas

BATA

Penetapan Perda PAPBD dan Parbup
Panjabaran PAPED .

E

paling fambat 1 bilan selelah penclapan

MUSRENBANG & RKPD TAHUN 2013

Rancangan Awal RKPD

Rancangan Renja-SKPD

Rancangan Awal RKP Desalkelurahan

Musrenbang Desa/Kelurahan

Musrenbang Kecamatan

Forum SKPD/Gabungan SKPD

Musrenbang Kahupaten

AN

Musrenbang Provinsi

Sesuai Jadwal Bappeda Provinsi NTB

Rapat Koordinasi Pusat RKP

Sesual jadwal Pemerintah

Sjo|wi~to o s |wna |- |6

Musrenbang Nasional

Sesuai jadwal Pemerintah

—_
—

Rancangan Akhir dan Panetapan RKPD

BAPPEDA

-
ha

Rancangan Akhir dan Penatapan Renja- +
SKPD

PENYUSUNAN & PENETAPAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013

Penyusunan Rancangan Awal RKA-SKPD

Asistensi RKA-SKPD oleh TAPD

&

Penyusunan Rancangan KU & PPAS

Penyampaiar RKU dan RPPAS ke Bupati

BAPPEDA

AN Aloihd]—

Penvampaian RKU & RPPAS ke DPRED

PPKD

Pembshasan RKU & PPAS di DPRD

BASTA

~d

Perselujuan bersama KU & PPAS

KDHDPRD

Penerbitan SE Bupati tig RKA-SKPD

FRD

0o

Asistensi RKA-SKPD oleh TAPD

—
[

Penyusunan Raperda APB( dan Raperbup
Peniabaran APBD

TA

PPKD

—
—

Penyampaian Raperda APRD ke DPRD

PPKD

™3

Pambanasan Raperda APRD

KOMISHHT A+ SKPD

Persetujuan bersama KDH dan DPRD ttg
rda APBD

KDH+DPRY

14

Penyampaian Persetujuan Raperda 4 3D

ke Gubernur

3 hari kerja setelzh persetuiuan diatas

PRI

Kb




NO KEGIATAN ™ INNUAR ] FEBRURRI | WARET APRIL T3] ._.M.wxcz no.ﬂc AGUSTUS | SEFTEMGER | OKTGBER | NOVEWEER | DESEMBER | PELAKSAN | KETERANG
_.—j____z ______j@ ;_______z __________< ,________E __‘_____ ] NG BRI _E___;E _____n__? _________2 _____ﬂﬂ..ﬂ A AN
15 MM”MMWM%M% avaluasi Guoernur NTB tig Paling Jambat 15 hari kerja setelah penyampaian i . GuB
16 |Penyempurnaan Raperda APBD &
Raperbup Penjabaran APBD berdasarkan Pafing lambat 7 hari kerja setelah penetapan hasil evaluasi diatas BASTA
hasi! evaiuasi Gubernur
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KETERANGAN :
BA : Badan Anggaran DPRD Sumbawa HUMAS Bagian Humas Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa
TA ‘Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab Sumbawa APP Bagian Administrasi Perekonomian & Pembangunan
KDH : Kepala Daerah {Bupati) Sumbawa Sekretariat Daerah Kab, Sumbawa
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbawa AP Bagian Administrasi Pemerintahan
PPKD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Sumbawa Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa
GUB : Gubernur Nusa Tenggara Barat KADES Kepala Desa ©
PPK-SKPD : Pejabat Pengelola Keuangan SKPD BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembarigunan Daerah
SKFD - Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Sumbawa Kabupaten Sumbawa
Inspeklorat : Inspektorat Kab. Sumbawa .
SEKDA - Sekretaris Daerah Sumbawa ’
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
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